BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Efektivitas fungsi konsultan pengawas dalam pelaksanaan Program BKKD di
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal.
Berdasarkan analisis lima faktor teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,
seluruh factor regulasi, pelaksana, sarana, masyarakat, dan budaya hukum
menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya mendukung efektivitas
pengawasan, yang terbukti dari lemahnya pengawasan mutu, volume, waktu,

dan administrasi pekerjaan BKKD di Desa Ngampal.

2. Ketidakefektifan fungsi konsultan pengawas menimbulkan akibat hukum
dalam tiga ranah: administratif berupa sanksi teguran hingga blacklist; perdata
berupa tuntutan wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal
1365 KUHPerdata; serta pidana berupa potensi pertanggungjawaban tindak
pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20

Tahun 2001 apabila terbukti terdapat kerugian keuangan negara.
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B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyempurnakan Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2024 tentang BKKD dengan menambahkan standar teknis
minimum pengawasan yang operasional, format baku laporan, mekanisme
verifikasi lapangan independen oleh DPMD, serta sanksi administratif yang
tegas bagi konsultan pengawas yang tidak memenuhi standar kinerja.

2. Seleksi konsultan pengawas BKKD perlu diperketat melalui persyaratan
sertifikasi keahlian yang relevan dan pembatasan perangkapan proyek, serta
perlu disertai program edukasi bagi BPD dan masyarakat desa agar
pengawasan sosial dapat berjalan efektif melengkapi pengawasan teknis di

lapangan.
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